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BAB III

OBJEK KKL

3.1 Sejarah Singkat

Pada Umumnya keberadaan sebuah organisasi tidak akan selalu tetap, melainkan selalu dinamis/berubah sesuai tuntutan perubahan jaman, baik dalam hal bentuk / strukturnya, orang yang duduk didalamnya, sampai kedalam hal misi dan visinya. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis, karena keberadaannya merupakan hasil perubahan / likuidasi dari 2 (dua) organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi / instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Barat dan organisasi / instansi Daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukannya otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, Instansi vertikal Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di likuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian Strukturnya disempurnakan dengan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.2 Obsesi dan Gambaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1.
Tertatanya layanan transportasi umum secara terpadu yang diarahkan pada pengembangan angkutan massal dikota Metropolitan Bandung Raya di wilayah bogor Depok Bekasi (BODEBEK) dan Cirebon.

2.
Meningkatnya peran dan fungsi pelabuhan Cirebon sebagai Pelabuhan Internasional

3.
Terbangunnya Bandara Internasional Jawa Barat sebagai pengganti Bandara Hussein Sastranegara Bandung, sekaligus merupakan Pintu Gerbang Jawa Barat.

4.
Terbentuknya BUMD bidang Perhubungan yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan fasilitator PEMDA dalam pelayanan perhubungan serrta pendanaan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.

3.3 Target Kinerja

1.
Melengkapi fasilitas lalu lintas jalan diruas jalan provinsi dan jalan negara serta pengingkatan fasilitas bidang ASDP, udara dan POSTEL.

2.
Tersusunnya buku pedoman Standar pelayanan Minimal Perhubungan Jawa Barat dan buku Tataran Transportasi Wilayah.

3.
Penetapan surat keputusan Gubernur mengenai Denda Kelebihan Muatan

4.
Fasilitas dalam rangka Optimalisasi Bandara Hussein Sastranegara

5.
Terselenggarany penerbangan sipil reguler ke Bandara Nusawiru bekerja sama dengan PT.Merpati Nusantara Air Line

6.
Mewujudakan kerjasama yang mantap dan sinergi dengan Dinas Instansi serta Mitra-Kerja Perhubungan. 

7.
Memfasilitasi dalam rangka terwujudnya kerjasama fihak Investor dengan PEMDA Provinsi Jawa Barat

8.
Menyiapkan proposal dan konsep pembentukan BUMD bidang Transportasi dan Telekomunikasi melalui kerjasama dengan BUMD terkait.

3.4 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Perhubungan Terpadu sebagai Pendorong Utama Pembangunan Jawa Barat 2010.

Misi

1.
Mengintegrasikan penyelenggaraan perhubungan melalui konsolidasi dan penataan ketatalaksanaan sejalan dengan otonomi daerah.

2.
Memenuhi kebutuhan sarana , prasarana dan fasilitas perhubungan yang berdimensi kelancaran dan keselamatan

3.
Mengembangkan sistem perhubungan terpadu yang mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi berskala lokal, regional dan nasional melalui pembangunan sistem informasi manajemen perhubungan dan pemanfaatan kemajuan IPTEK, serta meningkatkan profesionalisme SDM Perhubungan.

 3.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok “Merumuskan Kebijaksanaan Organisasi bidang Perhubungan yang merupakan sebagian kewenangan Desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan“.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan operasional bidang perhubungan 
b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan 
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan meliputi ;Program, Angkutan, Lalu Lintas, Sarana dan Pengendalian 
d. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

3.6 Struktur Organisasi

3.4  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
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Berdasarkan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Kepegawaian 
b) Sub Bagian Keuangan 
c) Sub Bagian Umum 
3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :

a) Seksi Data dan Informasi 
b) Seksi Penyusunan Program 
c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
4. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :

a) Seksi Angkutan Darat 
b) Seksi Angkutan Laut 
c) Seksi Angkutan Udara 
5. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahkan :

a) Seksi Lalu Lintas Darat 
b) Seksi Lalu Lintas Laut 
c) Seksi Lalu Lintas Udara 
6. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :

a) Seksi Pengendalian Angkutan 
b) Seksi Pengendalian Sarana 
c) Seksi Pengendalian Lalu Lintas 
7. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a) Seksi Sarana Perhubungan Darat 
b) Seksi Sarana Perhubungan Laut 
c) Seksi Sarana Perhubungan Udara 
Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1  Bandung.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana dalam ketentuan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :

a. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dengan struktur sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Seksi Tata Operasional

5. Seksi Keselamatan

6. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Raya Cinunuk Bandung.

b. Balai Pengelolaan Bandar Udara, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Seksi Tata Operasional

5. Instalasi (Bandara Nusawiru Ciamis)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1  Bandung.

c. Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Identifikasi

4. Seksi Penertiban

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Laswi no. 7  Bandung.

d. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bogor – Purwakarta) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Pemeriksaan

5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Bogor

e. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah II (Cirebon – Priangan) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Pemeriksaan

5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Catatan : STRUKTUR ORGANISASI terlampir.
3.7  Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat
Visi
“Terwujudnya Pemerintahan Bandung Yang Ber Basis Teknologi Komunikasi Dan Informasi Guna Terciptanya Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Transparan Sehingga Tumbuh Menjadi Negeri Makmur Yang Berkeadilan Dan Adil Dalam Kemakmuran”.

Misi
1. Membangun dan Mengembangkan E-Government Pemerintah Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Admnistrasi Pemerintahan Bandung Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Transparan Dan Akuntabel

2. Membangun Infrastruktur Dan Mengembangkan Telematika Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Guna Akses Informasi Baik Secara Regional, Nasional Maupun Global.

3. Membangun Dan Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Guna Mendukung Terselenggaranya Pemerintahan Elektronik (E-Government) Pemerintah Bandung.

4. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Teknologi Komunikasi Dan Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Dan Pengetahuan Serta Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat.

5. Melaksanakan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Bandung Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keahlian Dalam Mengelola Teknologi Komunikasi Dan Informasi
Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika memiliki tugas pokok yaitu melakukan analisis, perencanaan sistem informasi (hardware, software dan jaringan), merumuskan kebutuhan data dan infromasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara sistem informasi, pengawasan dan pengendalian sistem informasi manajemen, teknologi telematika, penerapan dan pemberdayaan sistem di lingkungan Pemerintah Daerah.

Fungsi
1. Penyusunan kebutuhan alat perangkat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya guna terwujudnya integrasi antar sistem;

2. Penyusunan konfigurasi alat perangkat keras dan lunak dan alat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya dalam rangka melaksanakan sistem informasi dan pengolahan data;

3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur telematika di provinsi Jawa Barat;

4. Penyelenggaraan komunikasi data dan informasi baik secara internal maupun eksternal di lingkungan pemerintah daerah

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal teknis penyusunan aplikasi sistem informasi dan pengolahan data serta komunikasi data dan informasi;

6. Pengawasan dan pengendalian kebutuhan sistem informasi manajemen teknologi telematika di lingkungan pemerintah daerah;

7. Pengawasan dan pengendalian penggunaan teknologi telematika;

8. Pengawasan dan pengendalian pemberian rekomendasi penggunaan sistem informasi manajemen telematika;

9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan sistem infomasi dan teknologi telematika; dan

10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan Sasaran

Tujuan Sasaran Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika

1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur Bandung dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bandung.

2. Melakukan analisis, perencanaan sistem informasi (hardware, software dan jaringan), merumuskan kebutuhan data dan informasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara sistem informasi managemen, tehnologi telematika, penerapan dan pemberdayaan sistem di lingkungan Pemerintahan Daerah.

























JUMLAH PEGAWAI


JUMLAH TOTAL	                             :  559  Orang


TERDIRI DARI	


-    PEGAWAI DEFINITIF	           :  495  Orang


-    TENAGA KERJA KONTRAK      :  64  Orang
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